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ABSTRAK

STUDI KOMPARATIF TENTANG KEADILAN RESTORATIF
MENURUT PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020
DENGAN PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 08 TAHUN 2021

Oleh
Robi Marthadinata

Masalah-masalah mengenai proses penuntutan dalam litigasi, khususnya mengenai
pemenuhan hak-hak korban dan kondisi Lembaga pemasyarakatan yang
menumpuk membuat Jaksa Agung ST Burhanudin mengeluarkan suatu terobosan
baru dalam hal penyelesaian masalah pidana dengan dikeluarkannya Peraturan
Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan
Keadilan Restoratif (Restoratif Justice). Pada tanggal 19 Agustus 2021, Kapolri
Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga menandatangani Peraturan Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak
Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. yang dibahas dalam penelitian ini yaitu
bagaimanakah perbandingan antara Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020
Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengenai pengaturan
keadilan restoratif? dan apasajakah faktor penghambat dalam penerapan Peraturan
Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan
Keadilan Restoratif dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan
Restoratif?

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.
Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka Analisis data yang
digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa terdapat beberapa perbedaan
dan persamaan diantara keduanya. Persamaan dan perbedaan tersebut terdapat
dalam kewenangan diantara kedua instansi, syarat, tata cara pelaksanaan dan
pengawasan dalam penerapan keadilan restoratif tersebut. dan terdapat beberapa
faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 dan
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Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 mengenai
Keadilan restoratif, yaitu faktor hukum dimana terdapat Pasal yang menjadikan
Jaksa seolah-olah memiliki nilai subjektif dalam penentuan kasus yang dapat
diterapkan keadilan restoratif dan faktor budaya masyarakat dimana korban
biasanya tidak mau melakukan perdamaian dengan pelaku.

Saran yang dapat diberikan dalam penerapan konsep restoratif justice adalah
memaksimalkan penerapan keadilan restoratif baik di instansi Kejaksaan maupun
Kepolisian sesuai dengan pengaturan yang diatur oleh Peraturan Jaksa Nomor 15
Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021
dengan sebaik-baiknya dan melakukan Kerjasama antara Kejaksaan dan Kepolisian
dalam hal penerapan Restoratif Justice kepada pihak yang berperkara agar
penerapannya dapat dijalankan secara maksimal.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Perbandingan, Kepolisian dan Kejaksaan



ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF COORDINATION AND SUPERVISION
FUNCTIONS BETWEEN THE POLICE, PROSECUTION AND
CORRUPTION ERADICATION COMMISSION IN CORRUPTION
INVESTIGATION

By
Robi Marthadinata

Problems regarding the prosecution process in litigation, especially regarding the
fulfillment of victims' rights and the piling up conditions of Correctional Institutions
made the Attorney General ST Burhanudin issue a new breakthrough in terms of
solving criminal problems with the issuance of Attorney General Regulation
Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Justice
Restorative (Restorative Justice). On August 19, 2021, the National Police Chief,
General Police Listyo Sigit Prabowo, also signed the Republic of Indonesia
National Police Regulation Number 08 of 2021 concerning Handling of Crimes
based on Restorative Justice. What is discussed in this research is how is the
comparison between the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020
concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice and the
Regulation of the Indonesian National Police Number 08 of 2021 concerning
Handling of Crimes Based on Restorative Justice regarding the arrangement of
restorative justice? and what are the inhibiting factors in implementing the
Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of
Prosecution Based on Restorative Justice with the Republic of Indonesia National
Police Regulation Number 08 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on
Restorative Justice?

The problem approach in this thesis uses a normative juridical approach. Sources
and types of data used are primary data and secondary data. The data collection
method was carried out by means of a literature study. Data analysis used is
qualitative analysis.

Based on the results of research and discussion that there are some differences and
similarities between the two. These similarities and differences are contained in the
authority between the two agencies, the requirements, procedures for implementing
and supervising the application of restorative justice. and there are several
inhibiting factors in the application of Prosecutor Regulation Number 15 of 2020
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and Indonesian National Police Regulation Number 08 of 2021 regarding
restorative justice, namely legal factors where there are articles that make it seem
as if the prosecutor has subjective value in determining cases that can be applied
to restorative justice and cultural factors in society where the victim usually does
not want to make peace with the perpetrator.

Advice that can be given in the application of the concept of restorative justice is to
maximize the application of restorative justice in both the Prosecutor's Office and
the Police in accordance with the arrangements stipulated by the Prosecutor's
Regulation Number 15 of 2020 and the Republic of Indonesia Police Regulation
Number 08 of 2021 as well as possible and carry out Cooperation between the
Prosecutor's Office and the Police in terms of applying Restorative Justice to
litigants so that its implementation can be carried out optimally.

Keywords: Restorative Justice, Comparative Justice, Police and the Judiciary
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu membutuhkan dan
bergantung satu sama lain. Mengenai hal itu, Aristoteles menyebutnya dengan
sebutan zoon politicon.! Manusia lahir, berkembang dan meninggal dunia dalam
suatu perkumpulan yang disebut masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan
individu atau kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa
didasari oleh aturan, adat, atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Aturan yang
didasarkan pada kontrak sosial dalam sebuah sistem masyarakat disebut hukum.?
Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan
larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh
masyarakat itu.>

Hukum pidana merupakan salah satu jenis hukum yang didasarkan pada isinya,
diklasifikasikan ke dalam hukum publik yang isinya berupa perintah ataupun
larangan guna menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Pompe, Hukum

pidana adalah semua peraturan hukum yang menentukan tindakan apa yang

L Yati Nurhayati, Pengantar IImu Hukum, (Bandung: Nusamedia, 2020), him. 1.

2 Lukman Santoso Az Yahyanto, Pengantar llmu Hukum, (Malang: Setara Press, 2016) him. 13.

3 C.S.T. Kansil, Pengantar IImu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka,1986),
him. 38.



seharusnya dijatuhkan pidana dan pidana apa yang sesuai.* Dalam hukum pidana
itu sendiri diatur mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak
pidana dikenal juga dengan istilah strafbaar feit dan pertanggung jawaban pidana

dikenal dengan istilah criminal responsibility atau criminal liability.

Strafbaar feit menurut Pompe dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma
(gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak
disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya
kepentingan hukum.® sedangkan pertanggungjawaban pidana sendiri dimaksudkan
untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas
pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu. Dari dua pengertian
diatas, dapat disimpulkan bahwa Ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana,
baik dia melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak melakukan sesuatu yang
diperintah, maka seseorang tersebut harus mempertanggungjawabkan tindakannya

tersebut.

Hukum positif di dalam Indonesia, ketika seseorang yang disangkakan telah
melakukan suatu tindak pidana maka dia harus menjalani suatu proses peradilan
dimana kepada dirinya akan dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum.
Menurut Pasal 1 Angka 7 KUHAP, bahwa “Penuntutan adalah tindakan penuntut
umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam
hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan

supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”. Hak melakukan

4 Takdir, Mengenal Hukum Pidana. (Palopo: Laskar Perubahan, 2013), him. 2.
S Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama,
2014), him. 97.



suatu penuntutan menurut Pasal 1 Ayat 7 KUHAP tersebut diberikan kepada
penuntut umum. pengertian penuntut umum menurut Pasal 6 huruf b adalah jaksa
yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan (Undang-Undang
Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan) untuk melakukan penuntutan dan
melaksanakan penetapan hakim, sedangkan pengertian jaksa sendiri menurut Pasal
6 huruf a adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang Kejaksaan
untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dilakukannya penuntutan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak
pidana diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan
cara memberikan sanksi kurungan maupun sanksi penjara ketika pelaku dinyatakan
bersalah oleh majelis hakim. Namun dalam praktiknya langkah ini tidak selalu
berjalan sesuai apa yang diharapkan, karena didalam metode tradisional seperti ini
justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, seperti pola pemidanaan
yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak
memperhatikan hak-hak korban. Proses pertanggungjawaban pidana melalui proses
litigasi seperti ini memiliki beberapa kekurangan, seperti proses panjang, rumit dan
mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak
kejahatan, kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak memadai, tidak

mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya.

Masalah-masalah mengenai proses penuntutan dalam litigasi, khususnya mengenai
pemenuhan hak-hak korban dan kondisi Lembaga pemasyarakatan yang
menumpuk membuat Jaksa Agung ST Burhanudin mengeluarkan suatu terobosan

baru dalam hal penyelesaian masalah pidana dengan dikeluarkannya Peraturan



Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan
Keadilan Restoratif (Restoratif Justice). Alasan dikeluarkannya PERJA tersebut
adalah untuk menyelesaikan perkara tindak pidana dengan mengedepankan
keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan
keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang
tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat
dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan
penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.® Keadilan Restoratif adalah
penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga
pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari
penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan
semula, dan bukan pembalasan.’

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tidak dapat dilakukan
terhadap semua kasus pidana. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan
Restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan:®

subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;

latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;

tingkat ketercelaan;

kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;

cost and benefit penanganan perkara;

pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Q@200 o

® Konsideran menimbang huruf b Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

7 Pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif

8 Pasal 4 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif



Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mulai diterapkan oleh Kejaksaan Agung,
Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. beberapa kasus telah

berhasil diselesaikan melalui jalur restorative justice dengan tetap memperhatikan:®

kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
penghindaran stigma negatif;

penghindaran pembalasan;

respons dan keharmonisan masyarakat; dan

kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

oo o

Pada tanggal 19 Agustus 2021, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo
menandatangani Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun
2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat
dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947. Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau
Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana
dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali
pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban
dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan

suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir
norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus

memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat,

® Pasal 4 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif



guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa
keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan
Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku,
korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh
adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang
adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan

semula.

Dari uraian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa baik Peraturan Jaksa Agung
Maupun Peraturan Kepolisian Republik Indonesia sama-sama mengatur mengenai
Konsep Restoratif Justice yaitu konsep penyelesaian perkara pidana baik dalam

proses penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup
1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimanakah Perbandingan antara Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun
2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021
tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengenai
pengaturan keadilan restoratif?

b. Apasajakah Faktor Penghambat dalam penerapan Peraturan Jaksa Agung

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan



Restoratif dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08
Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan

Restoratif?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan
penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian
meliputi ruang lingkup llmu Hukum Pidana Materil, ruang lingkup objek adalah
substansi tentang Perbandingan antara Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun
2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengenai pengaturan
Keadilan Restoratif, ruang lingkup tempat adalah Kepolisian Daerah (Polda)

Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung ruang lingkup tahun adalah Tahun 2022

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui Perbandingan antara Peraturan Jaksa Agung Nomor 15
Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun
2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

mengenai pengaturan Keadilan Restoratif



b. Faktor Penghambat dalam penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun
2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021

tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif?
2. Kegunaan
Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka
pengembangan hukum pidana materiil.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan
kepada para praktisi hukum terutama penyidik dan para hakim serta pengacara yang
bertugas menangani perkara pidana korupsi dan bagi pihak-pihak yang
berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok
permasalahan. Selain itu, penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan
bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana
pada Fakultas Hukum Universitas Lampung serta masyarakat pada umumnya
mengenai perbandingan antara Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020
tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan

Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif



D. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar
yang relevan untuk Penerapan penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di

atas maka kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Teori Perbandingan hukum

Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas
kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata.,
hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya,'® melainkan merupakan kegiatan
memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang
dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir
perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya
dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya
di dalam praktik serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang
mempengaruhinya.!! Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah
hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan
sejarah hukum.? Jadi memperbandingkan hukum bukanlah sekedar untuk
mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta
persamaannya saja. Akan tetapi Perhatian yang paling mendasar dalam

perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan

10 Soerjono Soekanto, Perbandingan Hukum, ( Bandung : Melati,1989), him. 131.

1 Sunarjati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti,
1988), him. 54.

2 VVan Apeldoorn dalam Djaja S. Meliala, Hukum Di Amerika Serikat, Suatu Studi
Perbandingan, (Bandung : Tarsito,1977), him. 89.



10

perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam
masyarakat. Untuk itu dicarilah perbedaan dan persamaan. Dari perbandingan
hukum ini dapat diketahui bahwa di samping banyaknya perbedaan juga ada

kesamaannya.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pada permasalahan kedua peneliti menggunakan teori faktor-faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak

pada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut

adalah, sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.

c. [Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 3

Mengenai masalah ini penulis akan menganalisis faktor apasajakah yang

mempengaruhi penerapan keadilan restoratif. Apakah karena faktor hukumnya

yaitu karena dasar hukum bermasalah, karena faktor penegak hukumnya, atau ada

faktor lain yang memengaruhi hal tersebut.
2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam
melaksanakan penelitian.! Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

13Sperjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja wali,
2006), him. 3.
14S0erjono soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Rineka Cipta, 1968), him.103.
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a. Studi Komparatif/Perbandingan
Perbandingan adalah kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu
dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan
memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan
serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti
bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam
praktik serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.
Menurut Adam Chazawi®®, tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum
pidana Belanda yaitu Strafbaarfeit yang terdiri dari tiga kata, yaitu starf, baar,
dan feit. Starf diartikan sebagai pidana, baar berarti dapat atau boleh, feit yaitu
perbuatan.

Penghentian Penuntutan adalah penghentian tindakan penuntut umum dalam
hal melakukan penuntutan dalam proses pengadilan.

b. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan
melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang
terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan
pembalasan.'®

c. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga
polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.!’ Dalam artian lain

kepolisian merupakan suatu instansi atau lembaga bagi polisi di Indonesia.

15 Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta Radja Grafindo Persada, 2002), him.
69.
16 pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

YIndonesia, Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, UU No.2 Tahun 2002, LN No. 2
Tahun 2002, TLN No. 4168, PS. 1 Ayat (1).
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Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan
penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu
lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan,
ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti lah ada di
seluruh negara berdaulat.

d. Kejaksaan Republik Indonesia yang disebut kejaksaan adalah lembaga
pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta

kewenangan lain berdasarkan undang-undang.8
E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan

sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN
Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah,
Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,

Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

I1. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau
teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari pengertian tindak pidana, tinajuan
umum tentang kepolisian dan kejaksaan republik indonesa, tinjauan umum keadilan

restoratif (restorative justice), tinjauan umum tentang penyelidikan, penyidikan dan

8Indonesia, Undang-Undang kejaksaan Republik Indonesia, UU No.16 Tahun 2004, LN No. 67
tahun 2004, TLN No. 4401, PS. 2 Ayat (1).
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penuntutan, teori perbandingan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi

hukum.

I1l. METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur

pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan
tentang: Perbandingan Keadilan Restoratif Dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor

15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

V. PENUTUP.

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan hasil pembahasan pada
bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil
penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan
dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan

demi perbaikan di masa mendatang.

VI. DAFTAR PUSTAKA
bab ini merupakan halaman yang berisi daftar yang berisi semua rujukan dalam
melakukan penelitian, baik itu buku, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan

ataupun website yang penulis gunakan dalam penulisan ini.



1.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan
hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah
yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-kadang
juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum
pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act

untuk maksud yang sama.*®

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada Wetboek
Van Strafrecht atau KUHP Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaar
feit (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang di ancam dengan

hukuman).?

KUHP yang ada di Indonesia tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud
strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang
berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum delik adalah

perbuatan yang

19 Nurul Irfan Muhammad, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Figh Jinayah,
(Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), him. 31.
20 1bid., hlm. 45.
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dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang

(tindak pidana).?

Pendapat beberapa ahli tindak pidana mengenai pengertian strafbaar feit bisa

dijelaskan seperti sebagai berikut :

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung strafbaar
feit sebagai berikut : “Strafbaar feit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum
yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang
tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”??

Jonkers merumuskan bahwa : “Strafbaar feit sebagai peristiwa pidana yang
diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang
berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang

dapat dipertanggungjawabkan.”?3

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai
berikut: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi

siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”?

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah

perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan

21 Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), him. 92.

22 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika,
2012), him. 8.

23 Amir llyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap
Indonesia, 2012) him. 20.

24 |bid., him. 25.
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sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan
pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya

kepentingan umum.

B. Tinjauan Umum Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia

1. Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian adalah segala
hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan,
ketenteraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum),
merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas

menjaga keamanan dan ketertiban).?

Fungsi Kepolisian diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai
salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan
pelayanan kepada masyarakat.?® Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam
Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan Kketertiban masyarakat;
menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut
tertuang dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:?’

1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

%5 W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), him.
763.

26 Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum, (Bandar Lampung, Universitas Lampung), him.
20.

21 1bid., hlm 16.
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2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan
kelancaran lalu lintas di jalan.

3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran
hukum dan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Polri dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang
berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam
KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara
umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses
penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri
mempunyai kewenangan sebagai berikut:?®

1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara
untuk kepentingan penyidikan;

3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka
penyidikan;

4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa
tanda pengenal diri;

5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

8) Mengadakan penghentian penyidikan;

9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang
berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau
mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan
tindak pidana;

11) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri
sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk
diserahkan kepada penuntut umum; dan

12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu
tindakan penyelidik dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai
berikut:

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut
dilakukan;

c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan

Ibid., him. 18
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e. Menghormati hak asasi manusia.

Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyelidik
dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketenteraman
masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-

wewenang.
2. Kejaksaan Republik Indonesia

Keberadaan institusi kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan
dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik
Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di

bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.?®

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan
kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang
yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini
ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat
fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai
penuntut umum dan Penerapan putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi,

perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi

Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum,
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), him. 127.
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kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara,
Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai
kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang
dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak
berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain
sebagai penyandang Dominus Litis, juga merupakan satu-satunya instansi

pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar).

Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI
sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di
bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas
dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan
ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas,
fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah
amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan
wewenang adalah Penerapan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi
baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang,

suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga

kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan

¥Ibid.,him 128
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antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa
undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

a. Melakukan penuntutan

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. Melakukan pengawasan terhadap Penerapan putusan pidana bersyarat, putusan
pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-
undang;

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan
tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam Penerapannya
dikoordinasikan dengan penyidik.

2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus
dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama
negara atau pemerintah.

3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut

menyelenggarakan kegiatan:

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

Pengawasan peredaran barang cetakan;

Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

o o0 T

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu bahwa
Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak
pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu
berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam
penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini
adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang
Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
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C. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan

1. Penyelidikan

Pengertian penyelidikan menurut Pasal 1 huruf 4 KUHAP adalah serangkaian
tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga
sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Ketentuan umum KUHAP menjelaskan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan
penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut

cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Kegiatan penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana.
Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, merupakan
bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan

c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Uraian di atas menjelaskan bahwa “penyelidikan” merupakan tindakan tahap
pertama permulaan “penyidikan”. Penyelidikan bukan merupakan tindakan yang
berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan salah
satu metode/acara atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan
lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan,
penyitaan, pemeriksaan surat pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan

berkas kepada penuntut umum. Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan,
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dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan
mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan

tindak lanjut penyidikan.

2. Penyidikan

Pengertian penyidikan berdasarkan Pasal 1 KUHAP adalah “serangkaian tindakan
penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Mengenai siapa saja yang berhak melaporkan suatu tindak pidana, dijelaskan dalam

bab XIV (penyidikan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 KUHAP yaitu:

a. Setiap orang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa
pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik
dan penyidik.

b. Setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak
pidana terhadap ketenteraman dan keamanan atau terhadap jiwa atau terhadap
hak milik, “wajib” seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada Penyelidik
atau Penyidik.

c. Pegawai Negeri dalam rangka menjalankan tugas yang mengetahui terjadi
peristiwa yang merupakan tindak pidana “wajib” segera melaporkan hal itu
kepada Penyelidik atau Penyidik.

Penyidikan tidak terpisah dari penyelidikan. Ruang lingkup penyelidikan adalah
serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa
yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidik karena
kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan
barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta
memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum

yang bertanggungjawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) KUHAP, untuk
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kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan
penangkapan. Namun menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan

tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Penyelidikan yang dilakukan penyelidik dalam hal ini tetap harus menghormati asas
praduga tak beralah (presumption of Innocence) sebagaimana disebutkan dalam
penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk
melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari ke sewenangan-

sewenangan kekuasaan para aparat penegak hukum.

3. Penuntutan

KUHAP mengenal istilah penuntutan yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 7 yang
berbunyi sebagai berikut: ’penuntutan adalah tindakan penuntut untuk
melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya

diperiksa dan diputus oleh hakim di siding pengadilan”

Definisi ini mirip dengan definisi Wirjono Prodjodikoro, perbedaannya ialah dalam
definisi Wirjono Prodjodikoro disebut dengan tegas Terdakwa sedangkan dalam
KUHP tidak. “Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah
menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim,
dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara

pidana itu terhadap terdakwa.!

31 Wirjono Prodjodikoro dalam Rusli Muhammad, Kemandirian Pengadilan dalam Proses
Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Bebas dan Bertanggung Jawab,
(Jakarta: Gramedia, 2007), him. 76.
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Tujuan penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang
adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim. KUHAP
tidak menjelaskan kapan suatu penuntutan itu dianggap telah ada, dalam hal ini
Moeljatno menjelaskan bahwa, yang dapat dipandang dalam konkretnya sebagai

tindakan penuntutan adalah:

1. Apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat
tuntutannya.

2. Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan
perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan
masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah
menganggap cukup alasan untuk menuntut.

3. Apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa

ada perkara yang akan diajukan kepadanya.?

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala
kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Rl sedangkan
penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam
melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta
pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak
pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib
menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan

penyidik.

32 Rusli, Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007)
him. 76.
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Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta
laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak
pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang
berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan
perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan
penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan

pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;

b. Dan bukan pengulangan tindak pidana.®®

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa
melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun
dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun
atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun

kombinasi (gabungan).3*

Sistem Peradilan Pidana, pemidanaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan
bukan pula merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan
sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum
pidana maupun dengan cara di luar hukum pidana atau di luar pengadilan. Secara
umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan
masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum, karena

lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak

3 https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-
pidana-anak diakses pada 18 Desember 2021 pukul 22.15.

3 pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak.
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dan justru rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Kewenangan
jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

harus benar-benar mengakomodir kepentingan anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pasal 41 Ayat (2) mengatur tentang syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut

Umum anak yaitu:

a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum.
b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Pengecualian sesuai dengan Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menjelaskan bahwa dalam hal belum
terdapat penuntut umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan

tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

D. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Sejarah munculnya Restorative Justice, diketahui sebagai berikut : Di banyak
Negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau
kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktik peradilan
tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respons alternatif untuk kejahatan
dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan
sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam

menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif
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didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam
menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. Restorative Justice juga
didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan
keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana
untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan
inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik

masyarakat yang bertanggung jawab).

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan
pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang
berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat
setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem
restorative justice dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk
menyelesaikan konflik. Di Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem
peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah

sistem suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.®
Tujuan sistem peradilan pidana, yaitu:*’

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa

keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan

35 Kuat Puji Prayitno, Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia, (Yogyakarta:
Genta Publishing, , 2012) him. 8

3% MardjonoReksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia(Melihat Kejahatandan Penegakan
Hukum dalam Batas-Batas Toleransi),(Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Ul, 1994),
him. 84.

37 Ibid., him. 85.
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c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak
mengulangi lagi kejahatan Namun, jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya
restorative justice, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan
yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada
kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem
peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai Negara di dunia kerap

menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.3®

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa Keadilan

Restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada

korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.

2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan
rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan

oleh kejahatan.

3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban,
pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh
negara dengan mengesampingkan yang lainnya. Pendekatan Keadilan Restoratif

dalam penyelesaian suatu tindak.

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) mengupayakan

perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya)

3 Eriyantouw Wahid, Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana,
(Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009) him. 43

39 2 G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2005, him. 42.
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terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan
hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila
telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga
memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala
perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang

dilakukannya.*
E. Teori Perbandingan Hukum

Terdapat berbagai istilah dalam Bahasa asing mengenai penyebutan perbandingan
hukum diantaranya: dalam istilah inggris comparative law, comparative
jurisprudence, foreign law, dalam istilah belanda vergleihende rechtstlehre, dalam
istilah prancis droit compare’ dan dalam istilah Jerman rechtsvergleichung atau

vergleichende.**

Comparative jurisprudence yang merupakan peristilahan inggris untuk
perbandingan hukum adalah suatu studi tentang prinsip-prinsip ilmu hukum dengan
melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum. Sedangkan yang
dimaksudkan dengan comparative law adalah mempelajari berbagai sistem hukum

asing dengan maksud untuk membandingkannya.*?

Penekanannya adalah di perbandingannya dimana kalimat comparative
memberikan sifat kepada hukum (yang dibandingkan). Istilah perbandingan
hukum, dengan demikian menitikberatkan kepada segi perbandingannya, bukan

kepada segi hukumnya. Inti dari pengertian istilah dari perbandingan hukum adalah

40 Zevanya Simanungkalit, Skripsi: Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam
Kecelakaan Lalu Lintas (Makassar: UNHAS, 2016), him. 16.

41 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan ke I, (Jakarta: Rajawali. him. 3.

42 |bid.
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membandingkan sistem-sistem hukum.*®  Sistem-sistem hukum merupakan
seperangkat unsur-unsur yang teratur secara beraturan serta saling berkaitan
sehingga membentuk suatu hukum. Sedangkan yang dimaksudkan dengan istilah
foreign law yakni mempelajari hukum asing dengan tujuan untuk mengetahui
sistem hukum asing tersebut serta tidak bertujuan melakukan perbandingan dengan
sistem hukum lainnya.** Jelaslah perbedaan antara comparative law dengan foreign
law. Dimana comparative law bertujuan untuk melakukan perbandingan dua atau
lebih dari sistem hukum sedangkan foreign law hanya bertujuan untuk mengetahui

sistem hukum asing itu tanpa membandingkannya.

F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya
dibicarakan. Istilah penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan,
melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat,
sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan perwujudan
konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Di dalam proses tersebut, hukum
tidaklah mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat dengan proses penegakan
hukum tersebut yang harus ikut serta, yaitu masyarakat itu sendiri dan penegak
hukumnya. Dalam hal ini hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang
mencerminkan didalamnya apa yang disebut dengan keadilan, ketertiban dan
kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan dengan
maksud mencapai tujuan tertentu. Namun demikian, tidak berarti pula peraturan-

peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna, melainkan

4 Romli Atmasasmita. 2000. Perbandingan Hukum Pidana. Cetatakan ke I1. Cikutra Baru. Bandung.
Hal 7
44 Barda Nawawi Arief. Loc.cit
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suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Untuk merealisasikan
tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan tingkat profesionalisme aparat penegak
hukum, yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan

peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya.

Soerjono Soekanto*® penegakan hukum bukan semata-mata Penerapan perundang-

undangan saja, terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu:

1) Faktor hukumnya sendiri;

2) Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum;

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

4) Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum itu tersebut berlaku
atau diterapkan; dan

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan
pada karsa manusia di dalam pergumulan hidup.

Apabila kelima faktor tersebut dijadikan barometer didalam penegakan hukum
untuk melihat faktor penghambat dan pendorong di dalam Penerapan tugasnya,

maka akan dijabarkan sebagai berikut:
1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsepsi
keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian
hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu
suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum
merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu

tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum

4 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali,
1983), him. 5.
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bukan hanya mencangkup “Law enforcement” saja, akan tetapi juga “peace
maintenance”, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses
penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan
untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan
sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada
peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang
isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya antara kebutuhan untuk

menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.
2. Kepribadian atau Mentalitas Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau
kepribadian penegak hukum, dengan mengutip pendapat J.E Sahetapy yang
menyatakan bahwa, dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi
penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu
kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam
kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif
manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat,

harus diaktualisasikan.*®
3. Fasilitas Pendukung

Fasilitas Pendukung mencangkup perangkat lunak dan keras. Salah satu perangkat
lunak adalah pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini
cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal

polisi mengalami hambatan dalam tugasnya, antara lain pengetahuan tentang

46).E Sahetapy, Bunga Rampai Viktimisasi, (Bandung: Eresco, 1995), him. 87.



32

kejahatan Korupsi, yang merupakan tindak pidana khusus yang selama ini masih
diberikan wewenangnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini karena secara
teknis-yuridis kepolisian dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun
disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh pihak kepolisian begitu luas

dan begitu banyak.
4. Taraf Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai kesadaran hukum,
masalah yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yakni kepatuhan hukum yang
tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum sebenarnya
merupakan suatu proses yang mencangkup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan

perilaku hukum.
5. Faktor Budaya dan Masyarakat

Secara analisis konsepsional terhadap berbagai jenis kebudayaan, apabila dilihat
dari perkembangannya dan ruang lingkupnya di Indonesia, adanya super-culture,
culture, subculture dan counter-culture. Variasi kebudayaan yang demikian
banyaknya, dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan
hukum, variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu
penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat, misalnya penegakan
hukum di Papua akan berbeda dengan di Jakarta. Kelima Faktor tersebut diatas
saling berkaitan, karena merupakan hal pokok dalam penegakan hukum, serta
merupakan ukuran untuk mengetahui efektivitas dalam penegakan hukum. Dari
kelima faktor tersebut faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini

disebabkan oleh karena undang-undang dibuat untuk dilaksanakan oleh penegak
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hukum dan dalam penerapannya kemungkinan ada perbedaan persepsi antara
penegak hukum yang satu dengan penegak hukum yang lain. Di samping itu dalam
masyarakat ada anggapan, bahwa penegak hukum merupakan golongan yang
mengetahui dan mengerti tentang hukum, sehingga dijadikan panutan oleh

masyarakat.



I11.  METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif, yaitu pendekatan
yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori,
konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan penelitian ini.*’

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan
mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang
berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan
melalui studi kepustakaan (library research) dengan mempelajari norma atau
kaidah hukum, tinjauan atas Perbandingan antara Peraturan Jaksa Agung Nomor 15
Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021
tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengenai

pengaturan Keadilan Restoratif.

47Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1968), him.21.
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Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara

studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip dan

menelaah berbagai kepustakaan, asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah-

masalah yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1)

2)

3)

4)

Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum
Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun
1959 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021

tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberi penjelasan

mengenai bahan hukum primer.

Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi
dari media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data

lainnya.
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C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

Studi Pustaka (Library Research)

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari literatur-literatur dan memperoleh
data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa asas-asas
hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan

masalah yang diteliti.
2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data-data diperoleh maka langkah berikutnya adalah pengolahan data

dengan tujuan untuk memperoleh data yang baik dimana selanjutnya akan

dianalisis. Pengolahan data dilakukan dengan cara :

a. Editing, yaitu proses pemeriksaan kembali data yang diperoleh sehingga
didapatkan data yang lengkap, jelas dan relevan dengan penelitian sesuai

dengan yang diharapkan.

b. Interpretasi. Yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data
serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik

kesimpulan; dan

c. Sistematisasi data (sistematizing) yaitu dengan menempatkan data menurut

kerangka sistematika Batasan berdasarkan urutan masalah.*®

4 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),
him.126.
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D. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis
secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan
disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban

permasalahan berdasarkan hasil penelitian.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian penulis terhadap perbandingan antara
Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Republik
Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 mengenai Keadilan restoratif, penulis

menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat beberapa perbedaan dan persamaan diantara keduanya.
Persamaan dan perbedaan tersebut terdapat dalam kewenangan diantara kedua
instansi, syarat, tata cara pelaksanaan dan pengawasan dalam penerapan
keadilan restoratif tersebut, selain itu terdapat perbedaan dalam syarat formil
yang dimana pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dijelaskan
bahwa harus adanya respon yang baik dari masyarakat untuk dapat melanjutkan
Restorativ Justice sedangkan dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia
Nomor 08 Tahun 2021 tidak ada, dan juga pada syarat materiil dalam Perja
hanya menyebutkan secara general yaitu tindak pidana yang diancam tidak
lebih dari 5 (lima) tahun sedangkan di Perkap disebutkan secara langsung
seperti bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara,
tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

2. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Jaksa Nomor

15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun
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2021 mengenai Keadilan restoratif, yaitu faktor hukum dimana terdapat Pasal
yang menjadikan Jaksa seolah-olah memiliki nilai subjektif dalam penentuan
kasus yang dapat diterapkan keadilan restoratif dan faktor budaya masyarakat
dimana korban biasanya tidak mau melakukan perdamaian dengan pelaku.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas penulis memiliki beberapa saran

sebagai berikut:

1. Memaksimalkan penerapan keadilan restoratif baik di instansi Kejaksaan
maupun Kepolisian sesuai dengan pengaturan yang diatur oleh Peraturan Jaksa
Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 08
Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya.

2. Melakukan Kerjasama antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam hal penerapan
Restoratif Justice kepada pihak yang berperkara agar penerapannya dapat
dijalankan secara maksimal.

3. Melibatkan Hakim dalam proses penerapan Restoratif Justice terlebih jika
proses penanganan tindak pidana telah sampai tahap penuntutan oleh Jaksa

Penuntut Umum.
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